
BUPATI CIANJUR

PROVINSI JAWA BARAT .

a.

Menirnbal]g :. a.

ar

c.

Mengingat :. 1.

I

Es4
t
,t

l-ebutuhan daerah;

bahwa berdasarkan
dirrpksud dalam huruf
menetapkan Peraturan
Polron Tepi Jalan;

Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan ' Daerah-Daerah Kabrrpate4 dalam
Lingkungan Provinsl Djawa Barat s'ebagaimana telah
rtiubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang ,pembentukan Kabupaten purwakarta dan
Subang dengan merlgubah 'Undang-rlndang No I+
Tahun i95Q tentapg Pembentukan tDaerah-Daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi J.awa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
llomor 31, ,Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 2851); I

t

b.

d.

t'a

pertimbangan sebagaimana
a, huruf b dan hui:uf c, perlu

Bupati tentang Izin Penebangan

FpnarunaN BUPATT cTANJUR

NOMOR 71 TAHUN 2018
:

TENTANG

IZIN PENEBANGAN POHON TEPI JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA' {, }

t

BUPATI CIANJUR,

bahwa pemanfaatan ruang tgpUalan untuk penanaman
I ohon sebagai tanaman p'enecluh dan fungsi ruang
terbuka hijau dapat menc.iptakan suasana lingkirngan
sepgnjang jd.lan yang lebih nyarnan, indah dan aman;

bahwa dalam rangka melindungi dan' melestarikan
ketreradaan Pohon dan tama., y.rg dikuasai Pemerintah
Daerah perlu upaya .pengendalian penebangan pohon
dibutuhkan ad&nya pelindungan dan pelestarian dari
pemanfaatan ruang tepi ja-lan seiri.rg' dengan
perkembangan aktivitas masyarakat di daerah melalui

t

ffiT:Ttukknemberikan arah,landasa4 dan kepastian
hukum diper{ukan pengatura mengenai izin penebangan
Pohon.tepi jalan sesuai dengan perkembahgan peraturan
perundang-undangan serta perkembangan dan



, 't
o. a. Undang-Undang Nomor' 23 thhun 2Ol4 tentangi Pemerintahan,-baerah (Lembaran Negara Repubtik

Indoriesia Tahun . 2OL4 Nomor '244, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaitnana telah diubah beberapa kali, terakhir

. dengan UndpLng-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
. . Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

'. i Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan naerah (Lembaran
Negafa Republik Indonesia Tahun 2015 'Nomor 58,

' '] Tambahan Lembaran Negar,a Republik Indonesia Nomor
.: s67e); ,
.: . .1 'i) Peraturan Menteri Dalam'Negeri Nomor l.Tahun 2OO7" ;J;;';;;;fu Ruang rerbuka Hijau Kawasan

P-rkotaan;

4'. Peraturan Menteri Fekerjaarr .Umum Nomof. '. 0S/PRT/M l2OO8 tentang Pedoman Penyediaan dan
Pemanfaatan Ruapg Terbuka Hijau di ' Kawasan
n::;-:::::--- 

- -----o
Perkotaan;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjurjlomor 17 Tahun
at\1o {-aaln*x D^-^^.^^ .n^*^ n,",^-^ tll.i-lo-.^1.. T,,^1^,,^^+^-, ' a?;iJi"'ffnlf'%8,118,5i'"i'Y,llt::lJtl3[il 

.

' 'l Kabupaten bianjur Tahun 2Ol2 Nomor 45 Seri C);.Mllvt Iv uurr v

r 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun
. 2016 tentang Rencana :Pembangunan Jangka

I

i ?9?.)*{Lernbaran 
Daerah' Kabupaten Cianjur Tahun

, 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN: 1

Menetapkan : PERATy-Y.I BUPAT{ TENTANG IZIN PENEBANGAN POHON
TEPI JALANTEPI,

. BABI
+. KETENTUAN UMUM }

i.

.t t Pasall
Dalam Perdturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

' 1. Daerah adalah Kabupaten Cia4jur
.l.: r', 2. Bupati adalah Bupati Cianjur.

.:3.Pe4nerintahDaerahada1ahBupatisebagaiunSur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaall urusan pemerintahan yang menjadi

4 Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya. disingkatl.

-.^^'1-^+ r..^^i^r^l. --1 -.-DLH adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.

-.
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penatd4n Ruang yang . I ." : selanjutnya &disingkat Dinas PUPR aCatah perangkat

t.
Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang penataan ruang.

,l

2

rl



".
6. Ruang Terbuka Hiiau adalah area memanjang/jalur

dan/ata,u mengelompok, yang penggunaannya lebih
bersifat terbuka, tempat tumbuh tanQman, baik yang' : tumbuh sec&ra alamidh maupun yang sgngaja ditanam.

7. Tepi Jalan'yr.rrg selanjutnya disebut'Kakija adalah
ruan$ milik jalan sebagai ruang rnanfaat jalan dan
sejalur tanah tertentu di, lqar. manfaat jalan yang

, diperuntukkan bagi ruang manfaat jaIan, pelebaran
. jalan, peng.mbahan jalur. lalu lintas di r-nasa datang

se:ta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan
' dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi.tertentu.

8,' Penebangan adalah p.erbuatan menebang atau
memotong ." Pohon dengan cara apapun yang
mengakibatkari Pohon 'tersebut rusak atau mati,
termasuk memotorig atau memangkas dahan .f cabang,

. ranting dan daun
g. Pohon adalah ..r{rrl. tumbuhan b"epbatang potong' I tunggal bertayu kerhs yang ditanam'. dan dipelihara

atau dikudsai Pemerintah Daerah di . area Kakija
sebagai ruang terbuka hijau.

BAB II :

; Pasal 2

(1) S:tiap kegiatan Penebangan Pohon wajib memiliki izin
yang diterbitkan oleh. Rupati. I

(2) Izin sebagaimgna dimaksud pada ayat (1) dapat
diberikan kepada perorangan atau badan.

Pasal 3

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan dalam
'hal: f, i

a. Pohon dimaksud sudah dalam kondisi
kering/lapuk/mati atau keropos batang' utamanya
sehingga berpotensi mengganggu keselamatan umum;

b.,.Dohon dimaksud menggan$gularingan listrik, jaringan
' telepon, lalu lintas dan atau fasilitas umum lainnya;

c.' me,nurut hasil penelitian/pemeriksaan rnenunjukkan
. balwa Pohon dimaksud dapat menyebarkan penyakit

al-:u bahaya lainnya sehingga menganggu kepentingan
masyarakati dan/atau

d. akan didirikan suatu bangunan pada atau di sekitar
lokasi. I

Pasal 4

. Penebangan Pohop yang dilakukan oleh Pe"rnerintah Daerah
dalam rangka penieliharaari dan perawatan drkecualikan dari
ketentuan perizin-an sebagaimana dimaksud daiam Pasal 2.



:*r'l

. . BAB III

WEWENANG DAN TUGAS PELAKSANA PERIZINAN

Pasal 5 :

Bupati mendelegasikan pelaksahaan pemberian' izin
sebagaiXnana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Kepala DLH.

BAB IV

PROSEDUR PERIZINAN t

Pasal 7

hon disertai
alasan disampaikan secara tertulis kepada Bupati' melalui,Kepala DLH sebagai pejabat pglaksana pemberi

., tzLn. s ]

(2). Surat permohonan sebagaimana disebut pada ayat (1)

dilengkapi dengan/ persyaratan administrasi sebagai
berikut:
a. fotocopy Kartu Tanda'Pdnduduk pemohon yang

masih berlaku; dan
' b. 

" Bambar denah lokasi dilengkapi dengan letak
Pohon,jenis,jumiah,dandiameterPohonyang
akan ditebang.

Pasai 8 
(

(1) Kepala DLH' menugaskan petugas melakukan
pemeriksaan kondiSi Pohon yang akan ditebang.

(2) ' Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat
berita acara hasil pemeriksaan darf , melaporkannya1 kepada Kepdla DLH. t

(3)' Kepala DLH'hanya mengeluarkan surat izin d,alam hal'
beritd acara hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sesuai dengqfr kondisi sebagaimana

, dimaksud dalam Pasal 3. ,

. 1 . BABV;
PENEBANGAN

Pasal 9 . .

(1) Dalam hal .izin diberikan atas daseir kondisi
sebagaimana dima\sud dalam Pasal 3 huruf a, hurui b,
dan huruf c Penebangan dilakukdn oleh Dinas PUPR.

(2) Dalam , hal . izin ciiberikan atas, dasar kondisi
. sebagaimanq dimakpud dalam Pasal 3 huruf d r 1

Penebangan dilakukan oleh pemohorr izin dengan
' ketentuan :'

a. 'melakukan Penebangan sesuai dengan izin yang
telah diberikani , :. b. mentaati semua ketentuan yang telah ditetapkan
dalam surat izin;

c.ll melaksanakan Penebangan di
dan pengawasan Dinas PUPR;

bawah petunjuk

d. melaksanakan penebangan setelah melakukarl
penggantian Pohon,' untuk' ditanam pada lokasi
lain. ;
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Pasal 10

Kayu, Sahan dan ranting hasil tebangan disimpan dan
dikelola oleh Dinas PUPR sesuai dengan ketentuan
pera'fir an perun;::.::{* 

PoHoN

Pasal 1 1

' ',.- Pohon sebagairnana dirnaksud dalam(1) Penggantian. Pohon seba5
' Pasal 9 ayatl2) huruf'd, dilakukan dengan ketentuan:
. a. Pohon' dengan diameter paling, .panjang 10

fsepuluh) centimeter yang diukur 1 (satu) meter
dari permukaan tanah, pgnggantian sebanyak 100

. (seratus) batang bibit thndman yang sama;
b. Pohon dengan diameter paling pendek 10' 4 (sepuluh) centimeter dan paling panjang 20 (dua

puluh) centimeter yang diukur 1 (satu) meter dari
permukaan tanah sebanyak 150 (seratus lima
puluh) bd.tang bibit tanaman'yang sama; dan i

c. Pohon'de4gan diameter paling pendek (dua puluh)
eentimeter yang diukur 1 (satu) meter dari
permukaan'tanah sebanyak 250 (dua ratus lima
puluh) batang bibit tanaman yang sama.

(2t, Biaya penggantian , Pohon ' sebagai'mana- ayat (1)

termasuk piaya penanaman dibebhnkan kepada
" pemohon..

BAB VII

PARTISIPAS I MASYARAKAT

n.
(1) Masyarakat dapat

pr.rlindungan Pohon.

Pasal 13

berperan dalam terwujudnYa

t2) Partisipasi .masyarakat Sebagaimana' dimaksud pada
ayat (i) dapat dilakukan oleh :

a. perorangan;.
b. kelompok;
c. badan hukum;

., d. badan uqaha; j
e. lembagE dan

" f. organisasi,

(3) Partisipasi masyarakat sebagaimana
ayat (l)dapat dilakukan melalui:

' ;. penanaman Pohon; '

b.. pemeliharaan Pohon; '

.. 
n tidu.k melakukan kegiatan yang

atau mematikan Pohon; atau
d. meiaporkan kepada . aparat. Pemerinlah Daerah

mengenai S.danya Pohon Yang daPat
membahay'akan atau mengancam keselamatan
kepentingal. u'mum dan/atau adanya tindakan
yang menurutnya patut diduga bersifat melanggar
hukum yang dapat mengakibatkan Pohon menjadi

r rusak atg.u mati. , l

l

dimaksud pada

dapat merusak
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T BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 14

(1) Biaya yang timbul daiam pll.k"rrr.r, penebangan
, se,bagaimana tercantum dalam Pasal 9 ay4t (2) menjadi

tagggung jawab pemohon

t2) P'lya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan izin
penebangan Pohon, pembinaan, pengendalian dan
pengawasan penebangan Pohon serta pelaksanaan
penebangan sbbagaimana tercantum dalam Pasal 9
ayat (1) dibebankah pada Anggaran Pendapatan dan
Beianja Daerah pada Dinas PUPR.

?

T BAB iX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15.
Peraturan Bupati ini mulai berlaku
diundangkan.
Agar rsetiap orang mengetahuinya,
pengtrndangan Peraturan Bupati ini dengan
dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

pada tanggal

memerintahkan
penempatannya

,l

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 13 Aguslus 2018

BUPATI CiANJUB,
i.

ttd.

l

r.

IRVAN

:
t

RIVANO MUCHTAR

Diundangkan
ggal

t

dl ClanJur
13'Agustus 2018

RIS PABREH K,I.BUPATtrN CIANJUR,

!

H KABUPATEN CIANJUR TAHUN
ri

I
t'

I

E

20t8 NOMOR 71DAERA


